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Lembaga Kajian & Advokasi untuk Independensi Peradilan 
(LeIP) memperjuangkan terciptanya peradilan yang 
independen, akuntabel, mudah diakses, kompeten dan 
berintegritas serta mendorong masyarakat untuk terlibat dalam 
pembaruan peradilan 
 
LeIP sejak berdirinya di tahun 2000 telah melakukan berbagai upaya mendoronng 
pembaruan kebijakan dan sistem di bidang hokum dan peradilan. LeIP meyakini bahwa 
peradilan yang independen, akuntabel, mudah diakses, kompeten dan berintegritas hanya 
dapat dicapai bila masyarakat memiliki pemahaman pentingnya pembaruan peradilan dan 
berusaha mendorong pembaruan peradilan melalui berbagai kegiatan advokasi dan 
pemantauan. Dalam berbagai program LeIP merekomendasikan kebijakan yang harus 
dilakukan oleh Pengadilan maupun Pemerintah dan Parlemen untuk menciptakan sistem 
peradilan yang lebih baik serta merumuskan konsep-konsep pembaruan peradilan yang 
dapat dijadikan arahan strategis untuk memperjuangkan peradilan Indonesia yang dicita-
citakan di masa depan. 
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Kata Pengantar dari Dewan Pengurus    

 
Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) tahun ini akan berusia 10 
tahun. Dalam kurun waktu tersebut LeIP telah melaksanakan berbagai program kajian dan 
advokasi untuk mendorong terciptanya peradilan yang independen, akuntabel, mudah diakses, 
kompeten dan berintegritas.  
 
Sepanjang tahun 2010 LeIP telah melaksanakan kerjasama dengan berbagai pihak dari instansi 
pengadilan, lembaga swadaya masyarakat di bidang hukum dan antikorupsi serta lembaga 
internasional penyandang dana. Fokus utama LeIP sepanjang tahun 2008-2009 adalah di bidang 
pengawasan, keterbukaan informasi, anti korupsi dan arahan strategis pembaruan peradilan. 
 
Pada bulan Januari hingga Maret 2009 LeIP melaksanakan kerjasama dengan Kedutaan Besar 
Amerika Serikat untuk menguji coba pemenuhan hak masyarakat dan kinerja Pengadilan dalam 
pelaksanaan SK 144/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan di lima kota. Pada akhir 
tahun 2009 LeIP bekerjasama dengan The Asia Foundation (TAF) merumuskan dokumen 
rencana strategis untuk mendorong penguatan keterbukaan informasi pengadilan di masa 
mendatang. Sepanjang tahun 2009, LeIP juga melaksanakan berbagai kegiatan untuk 
memperkuat mekanisme pengawasan internal Mahkamah Agung melalui kerjasama yang intensif 
dengan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI. Kegiatan di bidang Pengawasan tersebut 
dilakukan dengan dukungan ICCP-USAID, TAF dan UNDP. LeIP dengan dukungan National 
Legal Reform Program (NLRP) juga berperan aktif dalam merumuskan garis besar arah 
pembaruan peradilan melalui perumusan Cetak Biru Peradilan dan penyusunan Konsep Ideal 
Pengadilan Indonesia Masa Depan. Sepanjang tahun 2010 dengan mengemukanya isu anti 
korupsi di dunia hukum Indonesia, LeIP turut ambil bagian untuk mengadvokasikan pemikiran 
LeIP dalam advokasi RUU Tipikor dan RUU Pengadilan Tipikor. LeIP juga secara aktif turut 
serta dalam mendorong dan menyumbangkan pemikiran bagi gerakan Cinta Indonesia Cinta 
KPK (CiCaK). 
 
Melalui berbagai kegiatan yang dilakukan sepanjang tahun 2008-2009, LeIP melihat adanya 
berbagai capaian keberhasilan maupun kegagalan dan kelemahan yang menuntut kami untuk 
berefleksi dan menyusun arah dan rencana LeIP di tahun 2010. Laporan Tahunan ini merupakan 
pertanggungjawaban Dewan Pengurus LeIP sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar LeIP 
tahun 2000, sekaligus sebagai sarana refleksi agar LeIP dapat lebih meningkatkan kualitas kerja 
di masa mendatang.  
 
 
Jakarta, Januari 2010 
 

Dewan Pengurus LeIP 
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A. Profil Kajian  
1. Konsep Ideal Pembaruan Peradilan Indonesia 
 

 
Proses reformasi telah berjalan selama sepuluh tahun di Mahkamah Agung dan pengadilan di 
bawahnya melalui Cetak Biru Pembaruan Peradilan dan implementasinya. Namun demikian 
berbagai problematika tetap membayangi antara lain: lemahnya kinerja, akuntabilitas, 
independensi dan integritas pengadilan. Dengan tingginya tumpukan perkara dan beban tugas 
MA saat ini, maka hampir dapat dipastikan MA akan menjadi disfungsi. Pembaruan Peradilan 
perlu beranjak dari usaha-usaha memecahkan problematika masa kini menuju kepada upaya 
perubahan yang lebih visioner. Untuk itu LeIP terus menerus berusaha untuk terlibat secara 
intensif dalam upaya merumuskan arahan strategis pembaruan melalui dua program yaitu 
perumusan Cetak Biru Mahkamah Agung kedua dengan dukungan TAF dan NLRP, serta 
perumusan Konsep Ideal Pengadilan Indonesia melalui dukungan dana dari NLRP. Dalam kajian 
tersebut LeIP merumuskan beberapa visi perubahan yaitu sebagai berikut: 
 
Revitalisasi fungsi MA sebagai pengadilan kasasi yang menjaga kesatuan hukum. Kasasi 
itu pada asasnya tidak diadakan untuk kepentingan pihak-pihak yang berperkara – meskipun 
mereka benar berkepentingan dalam hal itu- tetapi ialah untuk kepentingan kesatuan pemakaian 
hukum, atau bagi kepentingan kesatuan hukum" (Mr. M.H. Tirtaamidjaja, Hakim Agung RI, 
1953). MA sebagai pengadilan tertinggi seharusnya melaksanakan fungsi pengawasan atas 
penafsiran hukum pada pengadilan tingkat bawah sehingga konsistensi hukum terjaga. Untuk itu 
MA harus menerapkan sistem kamar secara konsisten dari pengadilan tingkat pertama, banding 
dan kasasi sehingga konsistensi putusan dapat dikelola lebih baik dalam kamar perkara.  
 
Pengurangan Jumlah Hakim. Dengan pembatasan perkara, maka jumlah Hakim Agung dapat 
dikurangi. Selain itu konsistensi putusan akan mengurangi ketidakpastian yang membuka 
kesempatan bagi para pihak untuk terus mengajukan banding. Pengurangan jumlah Hakim akan 
mempermudah pengawasan perilaku dan pengawasan atas konsistensi putusan. 
 
Penguatan Peran Pengadilan Banding. Pengadilan banding pada saat ini tidak berfungsi 
efektif terlihat dari kecilnya jumlah perkara yang ditangani dibandingkan perkara di MA. 
Pengadilan banding seharusnya diberikan kewenangan untuk menjadi pengadilan tingkat akhir 
untuk perkara-perkara tertentu, dengan demikian akan membatasi perkara yang masuk ke MA.  
 
Penguatan Akses Keadilan. Berkebalikan dengan MA, jumlah perkara yang masuk ke 
pengadilan tingkat pertama sangat kecil dibandingkan jumlah penduduk Indonesia. Pembentukan 
pengadilan perkara ringan (small claim court) yang cepat, efisien dan berbiaya ringan dalam 
menyelesaikan perkara keseharian masyarakat sangat diperlukan. Selain itu perlu didorong 
efektifitas bantuan hukum untuk memperkuat outreach dan mempermudah akses fisik 
masyarakat terhadap pengadilan melalui pengadilan keliling dan mengefektifkan zitting plaats.  
 
Revitalisasi Peran Pengadilan untuk mengawasi Proses Penegakan Hukum. Peran 
pengadilan di era demokrasi perlu diarahkan untuk mengawasi pelaksanaan upaya paksa yang 
dilakukan oleh Kejaksaan dan Kepolisian. Fungsi ini diperlukan untuk mencegah terjadinya 
abuse of power dan mendorong kembali terciptanya sistem peradilan pidana terpadu. 
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2. Penguatan Keterbukaan Informasi di Pengadilan 
 

 
Meskipun hak publik atas informasi pengadilan dijamin dalam SK KMA 144/2007 (SK 144) dan 
UU Keterbukaan Informasi Publik namun dalam pelaksanaanya masih sulit bagi publik untuk 
mendapatkan layanan informasi sebagaimana dijamin dalam peraturan. Hal ini disebabkan 
pengadilan belum memiliki sistem layanan informasi yang solid. Sementara permintaan 
informasi dari publik jumlahnya masih kecil karena belum munculnya kebutuhan dan kurangnya 
pemahaman bahwa hak publik atas informasi dijamin oleh Negara. Berkaitan dengan kondisi ini, 
sepanjang tahun 2009 LeIP telah melaksanakan beberapa program sebagai berikut.  

Penguatan Kapasitas Internal Pengadilan. LeIP membantu MA untuk meningkatkan kapasitas 
pengadilan dalam menyelenggarakan pelayanan informasi melalui pembentukan Sistem 
Pelayanan dan Meja Informasi dan Mahkamah Agung RI dengan dukungan dana dari MCC-
ICCP USAID. Dalam kegiatan ini LeIP dan PSHK memberikan asistensi dalam perumusan 
Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung yang disahkan melalui Surat Keputusan 
Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial Nomor: 01/WKMA-NY/SK/I/2009. Untuk melaksanakan 
SK tersebut, LeIP juga membantu penyiapan meja informasi fisik dan elektronik sebagai basis 
pelayanan informasi dan pengaduan. Pada program yang sama LeIP membantu Biro Hukum 
Humas MA mempersiapkan pelatihan bagi para petugas informasi dan perumusan standar 
pelatihan bagi Trainers yang bermanfaat sebagai standar bagi MA dalam melaksanakan pelatihan 
bagi petugas informasi di semua pengadilan secara nasional. 

Demand Driven Reform. LeIP juga melakukan beberapa kegiatan untuk mendorong publik 
menggunakan haknya atas informasi. Meningkatnya permintaan publik terhadap informasi di 
pengadilan diharapkan memacu kinerja pengadilan untuk memberikan layanan informasi dengan 
baik (demand driven reform). Kegiatan yang dilakukan yaitu Uji Coba Penggunaan Akses 
Informasi berdasarkan SK 144/2007 di Pengadilan yang dilaksanakan di 5 kota pada awal 2009 
dengan dukungan dana dari Kedutaan Amerika Serikat. LeIP juga menyusun Kertas Kerja 
Strategis Penguatan Stakeholders Pengadilan guna Mendorong Pembaruan Hukum dan Peradilan 
melalui Pemanfaatan Informasi Pengadilan yang Dijamin dalam SK 144/2007 dengan didukung 
oleh TAF. 

Isu-isu Utama. Beberapa catatan penting mengenai kinerja pengadilan dalam memberikan 
layanan informasi berdasarkan temuan dalam program antara lain: (1) Pelaksanaan keterbukaan 
informasi belum sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam SK 144/2007. Hal ini terjadi di 
Jakarta, termasuk di MA, maupun di pengadilan-pengadilan di berbagai kota besar di luar Jakarta 
seperti Medan dan Makassar;  (2) Kalangan pengadilan termasuk di MA belum memiliki 
pemahaman yang memadai mengenai konsep keterbukaan informasi secara umum, dan 
mekanisme pelayanan informasi sesuai SK 144/2007; (3) Komitmen untuk melaksanakan 
keterbukaan informasi di pengadilan baru berkembang secara terbatas, pada sebagian satuan 
kerja di MA (Dirjen Badilag dan Biro Hukum & Humas MA). Untuk meningkatkan kinerja 
pemberian informasi di pengadilan bawahan, MA perlu melakukan upaya pembaruan yang lebih 
sistematis; (4) Minimnya kebutuhan publik yang terhadap informasi di pengadilan sehingga 
meminimalkan dorongan bagi pengadilan untuk meningkatkan kinerja di bidang pelayanan dan 
keterbukaan informasi, selain juga minimnya pemahaman masyarakat terhadap hak publik 
terhadap informasi yang telah dijamin oleh Negara. 
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3. Penguatan Mekanisme Pengawasan Internal Pengadilan  
 

 
Meskipun MA telah melakukan berbagai upaya pembaruan di bidang pengawasan, namun 
tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan masih rendah. MA masih mengalami 
kesulitan dalam menyediakan sumber daya, anggaran dan personel yang berkualitas sehingga 
hasil kinerja pengawasan pun – meski telah mengalami kemajuan – namun masih belum dapat 
dikatakan memadai. Berbagai area pengawasan memerlukan perbaikan serius untuk mendorong 
sistem peradilan yang independen dan bebas korupsi. LeIP di tahun 2009 melakukan serangkaian 
kegiatan bersama dengan Badan Pengawasan MA untuk mendorong perbaikan sistem 
pengawasan internal dengan dukungan dana dari ICCP-USAID, TAF dan UNDP. 
 
Perbaikan Mekanisme & Database Penanganan Pengaduan. Dengan asistensi dari LeIP, 
Mahkamah Agung telah menerbitkan panduan mengenai penanganan pengaduan melalui SK 
KMA No. 076/KMA/SK/VI/2009 pada tanggal 12 Juni 2009. Pedoman Pelaksanaan Penanganan 
Pengaduan tersebut menjamin hak pelapor untuk mendapatkan respon atas pengaduannya dalam 
jangka waktu yang ditentukan. LeIP juga membantu Bawas MA melaksanakan kegiatan 
sosialisasi dan uji coba pelaksanaan SK ini di beberapa kota. Pada saat ini Badan Pengawasan 
juga telah mengembangkan database pengawasan dengan rekomendasi sistem dan desain 
berdasarkan usulan LeIP. Namun demikian SK dan dukungan database tersebut belum 
sepenuhnya terlaksana meskipun Bawas telah menunjukkan komitmen yang positif untuk dapat 
melaksanakan SK ini dengan sebaik baiknya antara lain dengan memberikan respon atas 
pengaduan secara elektronik.  
 
Pelaksanaan Pedoman Perilaku Hakim. Perkembangan positif juga terjadi dalam hubungan 
antara MA dan KY dengan disahkannya SKB  No. 047/SKB/MA/IV/2009 atau No. 
02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Pedoman Perilaku Hakim (PPH). Namun demikian, tanpa adanya 
pengaturan acara pemeriksaan yang lebih teknis dan rigid maka potensi konflik dalam penegakan 
fungsi pengawasan masih rawan terjadi. Memahami hal tersebut saat ini MA dan KY tengah 
menyusun petunjuk pelaksanaan SKB tentang PPH ini. Beberapa pokok pikiran LeIP  
diadvokasikan kepada MA mengenai hal ini adalah: (1) Pembagian yurisdiksi yang jelas dalam 
PPH khususnya dalam pemeriksaan putusan. Pemeriksaan putusan dapat dilakukan KY untuk 
mendapatkan informasi perkara namun KY tidak dapat merekomendasikan seorang Hakim untuk 
diberikan sanksi disiplin berdasarkan benar atau salahnya substansi putusan; (2) Standar yang 
sama dalam melaksanakan pemeriksaan meliputi tata cara pemeriksaan bersama, pertukaran 
informasi, dan penyusunan laporan hasil pemeriksaan; (3) Menghindari pemeriksaan dua kali 
oleh KY dan MA terhadap seorang Hakim karena materi yang sama. Untuk itu mekanisme 
koordinasi perlu dipertegas. 
 
Pengawasan Eksternal. Pada masa mendatang penguatan fungsi pengawasan perlu diarahkan 
pada penguatan fungsi masyarakat untuk melakukan monitoring melalui penguatan jaringan 
pemantau peradilan ataupun mendorong diskursus putusan untuk melihat kualitas putusan 
Hakim. Pada tahun 2010 besar kemungkinan RUU Komisi Yudisial akan dibahas di DPR. 
Keterlibatan LeIP dalam advokasi RUU tersebut menjadi penting karena KY seharusnya 
memegang peranan besar dalam penguatan pengawasan peradilan. 
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4. Advokasi Rancangan Undang-Undang 
 

 
RUU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Sejak tahun 2007 LeIP telah terlibat dalam advokasi 
RUU Pengadilan Tipikor. Keterlibatan tersebut dimulai dengan ikut sertanya LeIP dalam 
penyusunan RUU Pengadilan Tipikor versi Masyarakat bersama Koalisi LSM dan Akademisi 
yang di administrasikan oleh KRHN. Draft UU versi Masyarakat ini kemudian dijadikan konsep 
dasar bagi Tim Pemerintah dalam menyusun RUU Pengadilan Tipikor. Sepanjang tahun 2009 
kegiatan yang dilakukan oleh LeIP bersama dengan Koalisi LSM yaitu mengawal pembahasan 
RUU Pengadilan Tipikor di DPR. Beberapa aktivitias yang dilakukan diantaranya RDPU dengan 
Komisi III DPR, melakukan loby dengan beberapa fraksi, roadshow ke media-media massa,  
lembaga-lembaga negara yang relevan, tokoh-tokoh yang pontensial untuk mendorong 
disahkannya RUU Pengadilan Tipikor. RUU Pengadilan Tipikor saat ini telah disahkan menjadi 
UU, yaitu UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.  

 
RUU KUHAP. LeIP bersama-sama dengan sejumlah LSM tergabung dalam Koalisi untuk RUU 
KUHAP. Tujuan dari koalisi ini adalah untuk mendorong reformasi Hukum Acara Pidana ke 
arah yang lebih akuntabel serta memenuhi prinsip-prinsi fair trial. Koalisi ini telah terbentuk 
sejak pertengahan tahun 2008. Pada tahun 2009 ini beberapa kegiatan yang dilakukan yaitu 
menyusun Kertas Posisi serta melakukan beberapa kampanye publik. Dalam kegiatan ini LeIP 
terlibat dalam penyusunan Kertas Posisi khususnya pada bagian transparansi pengadilan.  

 
Advokasi Kasus Kriminalisasi Pimpinan KPK. Pada pertengahan tahun 2009 terjadi peristiwa 
hukum yang cukup besar, yaitu kriminalisasi dua pimpinan KPK, yaitu Chandra M Hamzah dan 
Bibit Samat Rianto. Dalam peristiwa ini LeIP melihat bahwa peristiwa tersebut merupakan suatu 
bentuk pelemahan terhadap upaya-upaya pemberantasan korupsi. Beberapa aktivitas yang 
dilakukan oleh LeIP yaitu menyusun Legal Opinion terkait masalah penyadapan, bersama-sama 
dengan koalisi LSM melakukan aksi-aksi massa menolak kriminalisasi pimpinan KPK, 
membantu Tim Pembela Hukum Chandra dan Bibit dan lain sebagainya. Salah satu bentuk 
dukungan LeIP dalam kasus ini yaitu (bersama dengan PSHK dan HukumOnline) menyediakan 
tempat bagi sekretariat Tim Pembela Hukum di Perpustakaan Daniel S Lev Law Library.  

 
Advokasi Kasus Kriminalisasi Aktivis Anti Korupsi dan Hak Asasi Manusia. Pada bulan 
agustus-september 2009 2 orang aktivis ICW yaitu Emerson Yunto dan Ilian Deta Sari, dijadikan 
tersangka pencemaran nama baik oleh Kepolisian atas kritiknya terhadap Kejaksaan Agung 
terkait klaim Kejaksaan Agung atas pengembalian uang hasil korupsi dan denda. Dalam kasus ini 
LeIP terlibat dalam melakukan advokasi-advokasi kasus tersebut, khususnya advokasi secara 
legal. Saat ini kasus tersebut terhenti di Kepolisian. Renacananya Tim Advokasi akan melakukan 
Hak Uji Materil atas pasal-pasal penghinaan yang terdapat dalam KUHP.  

 
Advokasi RUU Bantuan Hukum. Pada awal tahun 2009 Ketua YLBHI Patra M Zen ditunjuk 
oleh Presiden sebagai Ketua Tim Penyusunan RUU Bantuan Hukum. Untuk mendukung Patra M 
Zen YLBHI mengajak beberapa LSM sebagai ‘tim bayangan’ RUU Bantuan Hukum tersebut 
termasuk LeIP. Sejak pertengahan tahun 2009 ini LeIP ikut serta dalam Koalisi untuk RUU 
Bantuan Hukum. Beberapa aktivitas yang dilakukan antara lain menyusun Kertas Posisi RUU 
Bantuan Hukum serta melakukan kampanye-kampanye publik.   
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B. Program  
 
1. Kajian & Advokasi Kebijakan 
 

 Program Exercising SK 144/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan, program 
ini didukung oleh Kedutaan Besar Amerika Serikat, dilaksanakan pada bulan Desember 
2008 – April 2009; 

 Program Sosialisasi Penanganan Pengaduan dan Pembuatan Data Base Pengaduan pada 
MA RI, program ini merupakan kerjasama dengan ICCP (Indonesia Control of 
Corruption Project) – USAID, yang diselenggarakan selama Mei – September 2009; 

 Program Evaluasi Pengawasan Internal Kejaksaan, Kepolisian dan Pengadilan (SCALE 
Assessment), kegiatan ini dilaksanakan oleh UNDP dan LeIP berperan sebagai Konsultan 
Lokal, kegiatan dilaksanakan pada bulan Juni – Agustus 2009.  

 Program Sosialisasi dan Uji Coba Penanganan Pengaduan pada Pengadilan,  program ini 
merupakan kerjasama dengan TAF (The Asia Foundation) yang dilaksanakan pada bulan 
Oktober – November 2009; 

 Program Asistensi Penyusunan SKB MA & KY tentang Petunjuk Pelaksanaan Surat SKB 
Pedoman Perilaku Hakim, program ini didukung oleh TAF (The Asia Foundation), 
dilaksanakan pada bulan Oktober – November 2009; 

 Penyusunan Penyusunan Konsep Ideal Pengadilan Indonesia, program ini didukung oleh 
NLRP (National Legal Reform Program), dilaksanakan selama Mei – September 2009; 

 Program Penyusunan Cetak Biru Mahkamah Agung RI, program ini didukung oleh 
NLRP (National Legal Reform Program), dilaksanakan selama Juli 2009 – Januari 2010; 

 Program Kajian Putusan Pengadilan tentang Tindak Pidana Korupsi 2003 – 2009, 
program ini merupakan kerjasama antara LeIP – PSHK – HukumOnline, dengan 
didukung oleh GTZ  (Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit) dari bulan 
Oktober – Desember 2009; 

 Program Penyusunan Strategic Paper SK KMA 144 tentang Penguatan Stakeholders 
Pengadilan guna Mendorong Pembaruan Hukum dan Peradilan melalui Pemanfaatan 
Informasi Pengadilan yang Dijamin dalam SK. KMA 144/2007 tentang Keterbukaan, 
program ini The Asia Foundation, dilaksanakan pada bulan Oktober – Desember 2009.U 
 
 

2.  Advokasi RUU  
 
LeIP bersama dengan Koalisi Pemantau Peradilan (KPP) terlibat dalam advokasi beberapa 
peraturan perundangan di tahun 2009 sebagai berikut: 
 RUU Kekuasaan Kehakiman 
 R-KUHAP 
 RUU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 
 RUU Bantuan Hukum 
 RUU Komisi Yudisial 
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C. Keuangan & Operasional 
 
1. Garis Besar Laporan Keuangan  
 

  
Laporan Keuangan Konsolidasi sampai dengan 31 Desember 2009 terdiri dari 2 bagian yaitu 
Neraca/Laporan Posisi Keuangan dan Income Statement/Laporan Aktivitas. Gambaran secara 
garis besar posisi Neraca  tersebut adalah sebagai berikut : 
  
1. Kas dan setara kas Rp 421.198.000 . 
2. Biaya dibayar dimuka sebesar Rp 9.298.000,- 
3. Asset yang dimiliki oleh LeIP adalah sebesar Rp 35.318.760,-  
4. Liabilities Rp 33.078.330.  

Hutang ini berasal dari Sisa Dana program Execising SK 144 yang didanai oleh US Embassy. 
Program ini telah dilaksanakan pada januari 2009 

5. Opening Balance Equity Rp 1.000.000,- 
Opening Balance Equity adalah pembukaan rekening giro di bank atas nama Yayasan 
Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan. 

6. Retained Earning Rp 227.517.260,- 
Retained earning adalah dana sisa atau net income pada tahun yang lalu atau per 31 
Desember 2008. 

7. Net Income/Loss Rp 204.220.850 
Net Income/Loss adalah keuntungan/kerugian dari pendapatan dikurangi pengeluaran. 
Income tersebut diatas berasal dari selisih pendapatan dengan  pengeluaran LeIP sejak 
periode 1 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2009.  

 
Income Statement 
Income Rp 1.484.027.330,-  
Income tersebut berasal dari grant program sebesar Rp 1.435.039.060, donasi dari badan 
pengurus sebesar Rp 28.540.000, donasi dari luar badan pekerja, penyewaan LCD, penjualan 
buku, bunga jasa giro dan pendapatan lain-lain Rp 20.448.270. 
 

 

Grant 
Lembaga 

Donor
96,5%

Donasi 
Peneliti

2%

Lain-lain
1,5%

Income LeIP 2009



11 | H a l a m a n  
 

 
Expenses Rp 1.279.806.480,- 
Expenses ini terdiri dari pengeluaran untuk program dan non program. Dengan rincian sebagai 
berikut: 

 
 
 
Profit/Loss 2007-2009 
Dilihat dari total income yang didapatkan dan expenses yang dikeluarkan, pada tahun ini LeIP 
membukukan surplus sebesar Rp. 204.220.850,-. Jumlah ini memperlihatkan kenaikan profit 
yang signifikan dari tahun 2007, 2008 dan tahun 2009. 
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2. Garis Besar Laporan Operasional 
 

 
1. Biaya Operasional 

 
Total Biaya Overhead selama Januari – Desember 2009 kurang lebih sebesar Rp 420.000.000 
atau sekitar 35.000.000/bulan diluar biaya program. Saat ini kas lancar yang dimiliki oleh LeIP 
adalah kurang lebih Rp 600.000.000 berasal dari saldo tahun lalu sebesar 393.000.000 dan profit 
tahun ini sebesar 204.000.000. Jika dilihat dari besarnya kas lancar LeIP, dengan asumsi biaya 
overhead yaitu untuk gaji, sewa kantor dan operasional Rp 35.000.000/bulan, maka dana kas 
tersebut akan mampu mendanai selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan dengan catatan dalam 
waktu tersebut LeIP dalam menjalankan kegiatannya tidak mendapatkan dana dari donor atau 
pihak manapun.   
 
2. Sumber Daya Manusia (SDM) 
 
Jumlah SDM 
Pada bulan Januari 2010, jumlah Badan pengurus dan staf LeIP adalah 9 (sembilan) orang. Pada 
akhir Desember 2009, 1 orang peneliti yaitu Muhammad Ilham mengundurkan diri untuk 
selanjutnya bekerja di Komisi Yudisial. Pada awal Tahun 2010, Nursyarifah yang  merupakan 
mantan peneliti LeIP kembali lagi ke LeIP setelah sempat menjadi jurnalis. Komposisi Badan 
Pengurus dan staf pada saat ini adalah Direktur Eksekutif (1 orang), Wakil Direktur Eksekutif 
(1), Office Manager (1), Peneliti Senior (1) Staf Peneliti (4), dan Staf Umum (1).  
 
Peningkatan  Kualitas SDM 
Kursus dan pelatihan yang dilakukan pada tahun 2009 adalah kursus bahasa inggris untuk 
peneliti (Purnomo) dan  pelatihan aliran pemikiran hukum (Purnomo). Kedepannya, para peneliti 
akan mendapatkan pelatihan metode penelitian hukum, bahasa Inggris, bahasa Belanda dan 
kursus lain yang berhubungan dengan peningkatan kapasitas peneliti. 
 
Remunerasi dan Kesejahteraan 
Sistem Penggajian yang diterapkan pada tahun 2009 adalah seperti di bawah ini. 
 

Jabatan Gaji pokok 2009 Take Home Pay 2009 
Direktur  Eksekutif 2.700.000 4.000.000 
Wa. Direktur Eksekutif 2.700.000 4.000.000 
Peneliti 1.800.000 -2.300.000 2.000.000 – 3.200.000 
Office Manager 2.300.000 2.900.000 
Staf Umum 1.300.000 1.750.000 

 
Untuk peningkatan kesejahteraan, LeIP masih melanjutkan untuk memberikan asuransi 
kesehatan Winterthur bagi pegawai dan keluarganya ( suami/istri dan anak maksimal 2 orang). 
LeIP juga memberikan fasilitas pinjaman kepada pegawainya. Fasilitas ini dirasa perlu oleh para 
pegawai untuk meng-cover kebutuhan yang tak terduga.  
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3. Sarana Prasarana 
 
Ruang dan fasilitas Kerja 
Sama seperti tahun lalu, pada tahun ini LeIP masih menyewa ruang kerja kepada PSHK sebesar 
kurang lebih 50 meter persegi beserta fasilitas lainnya seperti ruang rapat, furniture, pantry, 
receptionist, listrik, sambungan internet dan lain-lain. 
 
Sarana bagi Peneliti 
Pada tahun 2009, LeIP membeli 2 buah laptop untuk operasional dua orang peneliti (DE dan 
WaDE). Di tahun 2010 dan tahun berikutnya secara bertahap LeIP merencanakan untuk 
memberikan fasilitas laptop untuk kegiatan operasional semua peneliti. 
 
Perpustakaan 
LeIP bersama PSHK dan HukumOnline mendirikan Dan Lev Library yang ditujukan untuk 
melayani komunitas hukum. Perpustakaan ini memiliki koleksi  lebih dari 12.000 buku dan 
makalah serta berlangganan 100 serial. 
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D. Arah ke Depan 
 
1. Refleksi 2009  
 

 
Di awal tahun 2009, LeIP mencanangkan untuk mengembangkan organisasi LeIP melalui dua 
area utama yaitu: (1) Mendorong reformasi institusi utamanya di area pengawasan dan 
keterbukaan informasi serta arahan strategis perubahan; (2) Pemberdayaan kekuatan eksternal 
peradilan (kelompok masyarakat) untuk mendorong perubahan internal peradilan; (3) 
Mengembangkan pemanfaatan data peradilan dan informasi putusan. Dalam menjalankan 
mandat 2009 tersebut LeIP telah mencapai berbagai keberhasilan dan juga kegagalan. Demikian 
juga pendekatan yang dipilih memiliki kekuatan dan juga kelemahan yang perlu kita tinjau untuk 
perbaikan kapasitas lembaga di tahun 2010 dan tahun-tahun selanjutnya. 

Keberhasilan 

(1) Bidang pengawasan: (1) Mendorong diterbitkannya SK 076/2009 yang menjamin hak 
masyarakat dan pelapor untuk mendapatkan respon atas pengaduannya dalam jangka waktu 
yang ditentukan; (2) Terbangunnya database pengawasan yang memungkinkan dokumentasi 
pengaduan dapat dipantau oleh Pimpinan dan memudahkan alur informasi pengaduan 
sehingga respon kepada pengadu dapat diberikan; (3) Terbangunnya hubungan kelembagaan 
yang memudahkan LeIP mengadvokasikan berbagai konsep pembaruan di area pengawasan 
kepada Pimpinan Mahkamah Agung dan Badan Pengawasan.  

(2) Bidang Keterbukaan Informasi: LeIP telah mengembangkan pendekatan untuk memperkuat 
kebutuhan masyarakat terhadap informasi peradilan dengan mendorong masyarakat untuk 
meminta informasi kepada pengadilan. Dampak yang diperoleh adalah menguatnya pressure 
masyarakat agar pengadilan meningkatkan kinerja di bidang pelayanan informasi. Selain itu 
metode ini merupakan cara efektif untuk melakukan sosialisasi hak masyarakat sekaligus 
meningkatkan kebutuhan masyarakat terhadap informasi peradilan. 

 
Kegagalan 
 
(1) Berbagai program pendekatan institusional pada umumnya kembali terbentur pada masalah 

sulitnya implementasi kebijakan. Hal ini disebabkan karena keinginan politik untuk berubah 
yang rendah, lemahnya kapasitas kepemimpinan, kapasitas SDM yang kurang baik serta 
masih tingginya resistensi internal untuk berubah. Akibatnya dengan mayoritas program di 
bidang penguatan institusi, muncul potensi LeIP akan terjebak untuk melakukan hal-hal yang 
kurang strategis dan lebih banyak bersifat teknis dengan dampak yang tidak begitu besar bagi 
perubahan institusional. Untuk itu di masa mendatang perlu dipikirkan pendekatan baru 
untuk melaksanakan reformasi institusional yang lebih fokus pada isu-isu strategis 
dibandingkan dengan isu-isu teknis yang kurang berdampak signifikan. 
 

(2) Dengan mayoritas program LeIP yang masih terfokus pada pembenahan institusi memiliki 
dampak negatif dengan mulai menghilangnya eksistensi LeIP dari eksposure publik. Hal ini 
disebabkan dengan LeIP memilih untuk bekerja sama dengan pihak internal maka lebih sulit 
bagi LeIP untuk mengkritisi lembaga dari luar. Selain itu dengan sebagian besar sumber daya 
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difokuskan pada program-program pembenahan institusi, maka LeIP tidak dapat 
berkonsentrasi pada agenda-agenda lain yang penting dalam pembaruan hukum antara lain 
advokasi RUU Peradilan, seleksi pejabat publik dan seterusnya.  
 

Tantangan dan Peluang 
 
(1) Menguatnya jaminan keterbukaan informasi di pengadilan yang dapat menjadi entry point 

melakukan upaya perbaikan di satu sisi, namun demikian perlu ada upaya lebih sistematis 
untuk memaksimalkan keberadaan SK 144/2007 dan UU KIP dengan mendorong demand 
dari publik atau upaya untuk memanfaatkan keterbukaan tersebut. Selain itu upaya untuk 
mendorong pemanfaatkan data informasi peradilan termasuk putusan dalam diskursus hukum 
dengan melibatkan kelompok kampus, advokat, dan hakim-hakim muda menjadi sangat 
penting karena dapat digunakan dalam diskursus hukum dan penyusunan rekomendasi 
kebijakan, pembentukan peraturan perundangan dan seterusnya melalui advokasi yang 
didukung oleh data-data yang valid. 
 

(2) Adanya kecenderungan (mainstream) yang berkembang di publik untuk mengadvokasikan 
tindakan represif kepada para tersangka tindak pidana korupsi tanpa terlalu 
mempertimbangkan pentingnya due process of law dan dampak suatu ketentuan terhadap 
warga negara, serta kecenderungan untuk memperkuat satu lembaga namun melemahkan 
fungsi lembaga yang lain. Hal ini menyebabkan potensi munculnya abuse of power di masa 
mendatang bila tidak dibarengi dengan upaya untuk memperkuat mekanisme pengawasan 
dan check & balances antara penegakan hukum eksekutif dan yudikatif.  

 

(3) Dimulainya masa program donor 5 tahun, antara lain AusAid dan USAID, yang masih akan 
mengambil isu pengadilan sebagai fokus utama. Namun seperti pada program penguatan 
institusi yang pada 5 tahun sebelumnya mengemuka, maka pada 5 tahun mendatang 
diperkirakan akan juga bergeser pada program-program penguatan masyarakat dan kapasitas 
LSM dengan tetap menyediakan porsi bagi program penguatan institusi.  

 
(4) Di tahun 2010-2014 akan dibahas beberapa RUU penting di bidang peradilan antara lain: 

RUU Tipikor, RUU KY, RUU MA, R-KUHAP, R-KUHP, RUU Kejaksaan, RUU 
Pengadilan HAM, RUU KKR, RUU PPATK, RUU Rahasia Negara, RUU Kepolisian, RUU 
MK, RUU Bantuan Hukum. Selain itu juga akan dilaksanakan beberapa proses seleksi 
Pejabat Publik, yaitu seleksi Hakim Agung, Hakim Ad Hoc Tipikor, Komisioner KY dan 
Komisioner KPK 
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2. Strategi dan Rencana Kegiatan 2010 
 

 
Strategi  
 
1. Memperkuat Jaringan dan Koalisi. Untuk mensosialisasikan pemikiran-pemikiran LeIP 

kepada jaringan Koalisi LSM maka LeIP perlu lebih intensif dalam memperkuat jaringan dan 
terlibat dalam isu-isu penting di bidang peradilan. Peran yang dapat diambil oleh LeIP adalah 
mendukung dari segi konsep dan pemikiran (think tank) dan menyediakan data. Selain 
jaringan koalisi LSM, LeIP juga mentargetkan perluasan jaringan akademisi hukum dan 
Hakim Muda. Beberapa kegiatan yang bisa dilakukan yaitu menyediakan data dan materi 
untuk kepentingan diskursus putusan, mengelola diskusi online, menyediakan pelatihan 
perspektif berkala (HAM, gender, kajian sosio legal, antropologi hukum, dan seterusnya).   
 

2. Memperkuat jaringan international. Selain penguatan eksposur di tingkat lokal, LeIP juga 
akan mengupayakan penguatan jaringan internasional. Hal ini penting untuk 
memperkenalkan LeIP sebagai salah satu organisasi terdepan pada isu peradilan di Indonesia. 
Selain itu jaringan internasional dapat memperkuat kajian LeIP di bidang perbandingan 
peradilan dan membuka kesempatan kerja sama dan pendanaan yang lain. Dalam jangka 
panjang.    

 
3. Mendorong demand driven reform. Mengingat strategi penguatan institusi melalui 

pemberian asistensi kepada institusi dinilai kurang memberikan hasil utamanya dalam 
tahapan implementasi kebijakan, maka LeIP menilai program penguatan institusi perlu 
diberikan dorongan masyarakat secara optimal. Dorongan masyarakat dari luar diharapkan 
dapat mempercepat institusi meningkatkan kinerja, dan di sisi lain dapat meningkatkan 
pemahaman masyarakat terhadap pembaruan yang terjadi di pengadilan. Hal ini telah coba 
dilakukan melalui kegiatan Exercising SK 144/2007 dan asistensi LeIP untuk merumuskan 
Strategic Paper tentang pemanfaatan informasi peradilan untuk mendorong pembaruan. 

 
4. Memperkuat Pengelolaan Data dan Informasi. Selama ini berbagai program advokasi 

kebijakan oleh LSM maupun perumusan kebijakan baik di legislative, eksekutif maupun 
yudikatif tidak didukung oleh data yang cukup untuk melegitimasi suatu usulan perubahan. 
Akibatnya berbagai kebijakan seringkali dirumuskan secara tidak tepat, didasarkan pada 
pertimbangan yang tidak valid, dan berdampak negative dalam implementasinya. Untuk itu 
LeIP akan mulai merintis dan terlibat dalam kegiatan yang bertujuan memperkuat 
pengelolaan dan pemanfaatan data untuk kepentingan pembaruan. 

 
5. Merumuskan Konsep Pembaruan yang Bersifat Arahan Strategis. Dibandingkan dengan 

memberikan asistensi di bidang teknis yang tidak terlalu berdampak besar terhadap 
perubahan, maka LeIP memilih untuk lebih terlibat dalam kegiatan perumusan dan 
mengadvokasikan konsep-konsep pembaruan yang lebih bersifat strategis. Hal tersebut telah 
mulai dilakukan di tahun 2009 melalui penyusunan Cetak Biru dan Konsep Ideal Pengadilan. 
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Rencana Kegiatan 2010 
 
 Advokasi Arahan Strategis Pembaruan Peradilan. Di tahun 2010, LeIP akan melakukan 

advokasi pemikiran dalam cetak biru dan konsep ideal pengadilan masa depan yang telah 
mulai dirintis sejak tahun 2009. Pada saat ini telah ada penjajakan kerjasama dengan NLRP 
untuk mendukung kegiatan tersebut. 
 

 Pengembangan Database Hukum. Eksistensi LeIP akan semakin menguat jika LeIP dapat 
menyediakan data-data dan informasi peradilan yang diperlukan stakeholders pengadilan 
untuk melakukan advokasi kebijakan. Mengingat kegiatan ini penting bagi LeIP di masa 
mendatang, maka LeIP telah berkomitmen agar sebagian besar sumber daya yang dimiliki 
LeIP terfokus pada kegiatan-kegiatan yang berhubungan pada penguatan database peradilan. 
Pada saat ini LeIP telah membuat komitmen kerjasama dengan  NLRP untuk terlibat dalam 
kegiatan Legal Survey. Selain itu LeIP juga akan mengembangkan kegiatan pengumpulan 
data untuk kepentingan internal lembaga. 
 

 Kajian Putusan. LeIP saat ini telah menjajaki kemungkinam untuk melaksanakan kegiatan 
kajian informasi putusan. Kajian atas informasi putusan dapat dikembangkan melalui 
kegiatan survey dimana informasi dalam berbagai putusan dikaji secara kuantitatif untuk 
melihat berbagai trend yang ada misalnya mengenai penahanan, pemidanaan, dan bantuan 
hokum (Akan terkait dengan kegiatan pengembangan Data Base Hukum). Pada saat ini 
beberapa ide kegiatan sedang diolah dan akan diajukan proposal kepada lembaga-lembaga 
internasional yang tertarik dengan kerjasama ini. Selain itu kegiatan kajian putusan 
individual akan direvitalisasi kembali melalui Jurnal Dictum.  
 

 Advokasi Kebijakan bidang Peradilan. LeIP memandang strategis untuk terlibat dalam 
advokasi kebijakan yang mengadvokasikan perlunya pengawasan terhadap pelaksanaan 
upaya paksa yang dilakukan pihak Kepolisian dan Kejaksaan, khususnya dalam kasus-kasus 
yang menimpa kaum miskin dan marginal. Selain terlibat dalam advokasi R-KUHAP dan R-
KUHP, beberapa pemikiran tersebut pada level tertentu dapat diadvokasikan untuk dimuat 
dalam kebijakan internal lembaga peradilan melalui Perma, SK, SE dan seterusnya. Selain itu 
LeIP juga akan terlibat dalam advokasi beberapa RUU Peradilan yang dibahas pada tahun 
2010 yaitu RUU KY.  

 
 Pemantauan Seleksi Pejabat Publik. Pada tahun 2010 akan dilaksanakan proses seleksi 

Pejabat Publik yaitu Hakim Agung, Hakim Ad Hoc Tipikor, Komisioner Komisi Yudisial, 
Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi. LeIP akan terlibat aktif dalam pemantauan 
proses seleksi tersebut.  

 
 Evaluasi Kinerja Pembaruan Peradilan (Tematik). Dengan penguatan Database informasi 

peradilan yang dimiliki LeIP maka kegiatan evaluasi kinerja di masa mendatang. Kegiatan 
evaluasi kinerja ini dapat dilakukan untuk konsumsi lokal maupun internasional. Laporan 
akan bersifat tematik, sehingga memudahkan pencarian data. Beberapa tema yang mungkin 
akan dievaluasi pada tahun 2010 misalnya mengenai isu keterbukaan informasi, isu gaji 
hakim, PK, dan seterusnya.  
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E. Penutup 
 

Demikian Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pengurus LeIP 2009. Kami sangat 
mengharapkan masukan yang bermanfaat bagi kemajuan LeIP di masa mendatang. Terima kasih. 
 


